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ABSTRACT 

Penerapan UU No. 6 Tahun 2014 tentang dana desa pada awal Tahun 2015 merupaka 

strategi dari pemerintah pusat  untuk membangun desa menjadi lebih baik lagi, baik itu dalam 

pembangunan, ekonomi ataupun kesejahteraan. Dengan adanya Undang-Undang desa 

diharapkan desa bisa menyesuaikan dengan kota, namun dengan adanya perubahan regulasi 

setiap tahunya yang membuat desa harus bisa menyesuaikan dengan aturan yang ada membuat 

pemerintah desa sedikit kewalahan. Pada tahun 2015 jumlah desa yang mendapatkan dana desa 

di Kabupaten Bantul yaitu berjumlah 75 desa, salah satunya yaitu Desa Tirtonirmolo. Desa 

Tirtonirmolo berada di bagian Selatan Kecamatan Kasihan, Bantul Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan skunder. Dengan mendapatkan data 

menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.  

 Dalam hal sosialisai serta penggunaan dana desa di Desa Tirtonirmolo sudah cukup 

baik, yang dibuktikan dari : 1. Sosialisasi sudah terlaksana dari unit terkecil yaitu RT, 

Pedukuhan, dan Desa, dan peran dari masing-masing lembaga sangat maksimal dan berjalan 

sesuai dengan fungsinya, 2. Dari penerapan dana desa, Desa Tirtonirmolo memiliki keterbukaan 

dalam pengimplementasian dana desa, hal ini bisa dilihat dari baliho yang terpajang besar di 

kantor kelurahan. 

 Namun kekurangan dari Desa Tirtonirmolo yaitu kurang maksimalnya dampak dana 

desa terhadap kesejahteraan masyarakat, hal ini dibuktikan dari masih tingginya tingkat 

pengangguran, dan minimnya tingkat pendidikan sehingga berdampak pada pemberdayaan 

masyarakat yang kurang maksimal, dan webside desa yang tidak berfungsi sehingga tidak 

adanya laporan yang bisa dilihat dalam bentuk file ataupun copy yang bisa di akses masyarakat 

ataupun peneliti, sehingga masyarakat ataupun peneliti sulit untuk mendapatkan bukti-bukti 

gambar ataupun file dan laporan dari penerapan dana desa.  

Kata Kunci : Implementasi, Dana Desa, Kesejahteraan, Pemberdayaan, Partisipasi, 

Kolaborasi 

 

 

 

 

 

 



A. Pendahuluan  

Undang-Undang tentang desa 

bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia, 

pada Tahun 1979 Undang-Undang No. 5 

tentang Pemerintah Desa  yang 

menyeragamkan susunan kelembagaan dan 

organisasi desa. Kedudukan desa berada di 

bawah Kecamatan kemudian di perkuat 

dengan adanya Undang-Undang No. 22 

Tahun 1999 tentang otonomi daerah, 

namun Undang-Undang tersebut tidaklah 

berlansung lama, kemudian digantikan 

oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 

yang kemudian direvisi menjadi undang- 

undang No 23 Tahun 2014 tentang 

pemerintahan daerah : Daerah diberikan 

otonomi yang seluas-luasnya untuk 

mengurus semua penyelenggaraan 

pemerintah diluar kewenangan pemerintah 

pusat untuk membuat kebijakan daerah 

yang berhubungan dengan peningkatan 

pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, 

serta otonomi yang nyata dan bertanggung 

jawab, membuat kedudukan desa semakin 

baik dan mampu mandiri untuk 

memajukan daerah masing-masing, namun 

yang terjadi sebaliknya.   

Lahirnya Undang-Undang Desa 

No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberi 

harapan baru untuk masyarakat desa. 

Undang-undang yang di tanda tangani 

langsung oleh mantan Presiden ke-6 RI, 

yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, 

ini mebuat desa mempunyai peran penting 

bagi otonomi daerah, dan kebijakan dana 

desa serta adanya perubahan pola yang 

awalnya sentralisasi menjadi desentralisasi 

ini tentu saja menjadi tantangan baru bagi 

aparatur desa maupun masyarakat desa. 

bersamaan dengan lahirnya Undang-

Undang Desa No. 6 Tahun 2014, 

pemerintah mengeluarkan teknik peraturan 

pelaksanaan dalam bentuk 2 peraturan 

pemerintah, yaitu pertama Peraturan 

Pemerintah No. 43 Tahun 2014, yang 

berisikan peratuaran pelaksanaan Undang-

Undang, kemudian Peraturan Pemerintah 

No. 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN).  

Dengan adanya aturan yang 

mengarahkan alur implementasi Undang-

Undang No. 6 Tahun 2014 tersebut 

diharapkan membawa perubahan yang 

lebih baik bagi masyarakat desa, baik 

dalam hal ekonomi, kesejahteraan maupun 

pembangunan desa yang berkelanjutan. 

Sesuai dengan Nawacita Presiden No. 3 

yaitu “membangun Indonesia dari 

pinggiran dengan memperkuat daerah-

daerah desa dalam kerangka daerah 

kesatuan.  Pembangunan merupakan 

aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah 

dan pihak swasta,  terjadi secara berangsur-

angsur dan saling berkaitan, dengan 

harapan untuk meningkatkan kesejahteraan 

rakyat, baik pada aspek materil maupun 

spiritual (Afandi & Warjino, 2015). 

Pembangunan tersebut perlu adanya 

kebijakan yang mengendalikan suatu 

proses, agar tidak terjadinya 

penyelewengan yang tidak sesuai dengan 

aturan, sehingga bisa  berjalan sesuai  

dengan tujuan yang telah ditetapkan.  

Pemahaman tentang desa yang 

telah dijelaskan pada sebelumnya membuat 

desa menjadi suatu badan yang mempunyai 

beberapa hak untuk mengatur dan 

mengurus desa atau sekelompoknya 

sendiri. Karena mempunyai hak tersebut 

desa mempunyai bagian yang sangat 

berperan penting dalam mensejahterakan 

desa, membuat desa menajadi tolak ukur 

utama dalam menggapai kesuksesan 

masalah yang ada, serta program dari 

pemerintahan, maka dari itu 

pembanguanan desa menjadi sasaran utama 

pemerintah dalam pembangunan nasional 

(Betaria Magdalena, dkk). 

Munculnya kebijakan publik 

yang didasari untuk menyelesaikan 

kendala-kendala  yang terjadi di kalangan 

masyarakat. Aturan  tersebut di tetapkan 

oleh pihak (Stakeholders), terutama pada 

pejabat daerah yang memang  bertanggung 

jawab dalam memenuhi  kebutuhan dan 

kepentingan  masyarakat. Dalam 

memaksimalkan pencapaian tujuan yang 

telah ditetapkan. kelebihan atau 

kekurangan peraturan yang telah 

ditetapkan akan dapat dirasakan setelah 

peraturan tersebut diterapkan, keberhasilan 



pelaksanaan kebijakan publik dapat 

dirasakan dari kejadian yang ada, 

kemudian bisa digunakan sebagai hasil 

evaluasi atas pelaksanaan suatu aturan 

pemerintah daerah (Roman,2016).  

Menurut data yang terdapat di 

Kabupaten Bantul 75 desa akan 

mendapatkan dana desa yang bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN).  APBN Kabupaten Bantul 

akan mendapatkan tambahan dana desa 

senilai Rp5.000.000.000,- yang bersumber 

dari anggaran dana desa yang masih 

tersisah pada tahun sebelumnya. 

Sedangkan total dana desa dari 75 desa 

tersebut adalah senilai Rp21.000.000.000,-. 

tidak terkecuali  desa Tirtonirmolo yang 

akan menerima dana desa tersebut 

(Trinbunjogja.com).  

Tahun 2016 pemerintah 

mencairkan dana desa yang bersumber dari 

APBN, berdasarkan pasal 14 Peraturan 

Kementeri Keuangan (PMK) 247/2015, 

yaitu melalu 3 tahap: 40% dilakukan pada 

minggu kedua, pada bulan april, 40% di 

bulan Agustus dan sisanya dibulan 

Oktober. dalam hal ini juga dijelaskan 

bahwa penyaluran dana desa akan 

dilakukan dengan mempertimbangkan 

kinerja penyaluran dan penggunaan dana 

desa di kabupaten/kota/desa pada 

penggunaan sebelumnya. jika penyaluran 

kinerja penggunaaan dana desa tidak 

berjalan dengan baik (maksimal) maka 

penyaluran tahap berikutnya akan di tunda. 

Pemberlakuan aturan dari PMK ini sudah 

berlaku pada bulan april tahun 2016 

(merdeka.com).  

Pada penelitian ini penulis 

mengambil studi kasus di desa 

Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, 

Kabupaten Bantul. masyarakat Desa 

Tirtonirmolo merupakan sebagian besar 

adalah bertani. Hal ini di dukung dengan 

kondisi tanah yang subur, sehingga 

mendukung pertumbuhan berbagai macam 

tanaman, salah satu hasil pertanian desa 

Tirtonirmolo yaitu tanaman padi dan tebu. 

Namun dalam sistem sumber daya manusia 

di Desa Tirtonirmolo sangat kurang 

terkhusus dikalangan pemudanya 

dikarenakan berbagai faktor. Padahal 

dengan adanya keberadaan pabrik gula 

Madukimo sangat mendukung sistem 

pertanian tebu di Desa Tirtonirmolo. 

Madukimo adalah pabrik satu-satunya 

yang ada di Jawa Tengah, yaitu pabrik 

Madukismo yang telah berdiri sejak awal 

abad ke-19. Kabupaten Bantul merupakan 

sentral terbesar penghasil tebu di Jawa 

Tengah, yang berlokasi tepat di  Desa 

Tirtonirmolo, pabrik ini sudah berdiri sejak 

masa penjajahan Belanda pada Tahun 

1982. kemudian limbah pablik pabrik tebu 

Madukismo juga mendukung 

menyuburkan tanaman padi disekitar 

baprik tersebut sehingga hal ini juga 

mendukung dalam penyuburan tanah, 

Selain itu desa Tirtonirmolo juga banyak 

mempunyai keunggulan lain, seperti yang 

dipaparkan pada (Tribunjogja: 2013). 

Desa Tirtonirmolo merupakan 

desa yang mempunyai Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDES) “Kegiatan Simpan 

Pinjam” yang sudah mempunyai omset 

cukup besar dalam setiap bulanya, namun  

hal ini sudah berlangsung sebelum adanya 

undang-undang desa ditetapkan.  

Dari paparan diatas  meskipun 

demikian Desa Tirtonirmolo masih 

mempunyai  beberapa problem khususnya 

masalah kesejahteraan hal ini di buktikan 

dengan terdapatnya anak-anak dan nenek-

nenek usia lanjut yang terlantar, minimnya 

tingkat pendidikan dan masih ditemukanya 

anak-anak yang tidak bisa melanjutkan 

pendidikan dikarenakan faktor ekonomi 

dan lainya dan pernikahan dini (Rekap data 

Desa Tirtonirmolo : 2016). Alasan penting 

penelitian ini dilakukan yaitu untuk 

mengetahui dampak dana desa berdasarkan  

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 

Tentang Desa, terhadap kesejahteraan 

semua kalangan, baik aparatur desa 

maupun masyarakat Desa 

Tirtonirmolo.Kecamatan Kasihan, 

Kabupaten Bantul itu sendiri, baik dalam 

sektor pertanian, ekonomi, pembangunan, 

pendidikan dan lainnya.   

 

 



B. METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian kualitatif, karena dengan 

metode penelitian kualitatif nantinya akan 

mampu menganalisis gejala sosial yang 

ada dalam masyarakat secara langsung dari 

narasumber, dan tidak hanya mencari apa 

yang harus dibenarkan dan banyaknya data 

yang dikumpulkan,  akan tetapi lebih pada 

ketertarikan bentuk nyata secara ilmiah  

hasil dari penelitian tersebut. Dalam buku 

Agus Salim (2006) apapun model yang 

dipilih, hal terpenting yang harus dimiliki 

periset kualitatif adalah keterampilan 

kreativitas dan kekuatan improvisasi dalam 

melakukan wawancara. Disamping itu 

periset juga dituntut untuk menunjukkan 

sikap yang fleksibel, objektif dan tidak 

cenderung mengadili. Pokok-pokok dari 

wawancara biasanya berkenaan dengan 

tiga tema yakni tingkah laku, sistem nilai 

dan perasaan objek penelitian. Menurut 

Salim (2006:40) Konsep penelitian 

kualitatif menunjuk dan menekankan pada 

proses, tidak diteliti secara ketat atau 

terukur (jika memang dapat diukur). 

Didalam menghadapi fenomena yang 

diukur atau diteliti tidaklah secara ketat 

namun lebih bersifat realita yang dibangun 

antara periset dengan apa yang dipelajari. 

Dengan demikian, tentunya dalam metode 

penelitian ini lebih mengutamakan atas 

hal-hal yang benar-benar terjadi secara 

nyata. Peneliti berusaha menggambarkan 

secara jelas dan mendetail tentang objek 

atau kajian penelitian berdasarkan data-

data yang terkumpul di lapangan dan 

diperkuat dengan sebuah studi literatur. 

Kemudian, dari hal tersebut dapat ditarik 

kesimpulan atas pokok permasalahan. 

Penelitian kualitatif merupakan penelitian 

yang bersifat interpretatif (menggunakan 

penafsiran) yang melibatkan banyak 

metode dalam menelaahnya. Dalam 

penelitian kualitatif perhatiannya adalah 

terkait adanya perubahan kondisi dari 

waktu ke waktu yang menarik untuk digali 

secara terus menerus karena selalu 

mengalami perkembangan pemahaman.  

Melalui metode penelitian ini, 

diharapkan akan membangun sebuah karya 

yang berbobot dan dapat dipertanggung 

jawabkan dengan tidak ada pihak yang 

merasa diuntungkan maupun dirugikan, 

namun hal ini hanya bersifat sebagai usaha 

mengetahui dan mempelajari keadaan yang 

terjadi di sekitar. Harapan dari adanya 

penelitian ini adalah dapat memberikan 

manfaat bagi informan, peneliti dan 

pembaca. Peneliti menggunakan data ini 

untuk mendapatkan informasi langsung 

tentang bagaimana dampak pelaksanaan 

undang–undang no 6 tahun 2014 tentang 

desa, terhadap kesejahteraan masyarakat 

Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, 

Kabupaten Bantul Tahun 2016 

C. PEMBAHASAN  

1. DANA DESA  

Pada Bab pembahasan ini 

akan menerangkan mengenai dampak dana 

desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 

terhadap kesejahteraan masyarakat Desa 

Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, 

Kabupaten Bantul. Pembahasan ini 

berdasarkan metode yang telah diterangkan 

pada Bab sebelumnya yaitu menggunakan 

metode pengumpulan data melalui 

observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Teknik wawancara yang digunakan dalam 

pengumpulan data yaitu dengan melibatkan 

orang-orang yang telibat langsung dalam 

proses pengimplementasian dana desa, 

baik dari kalangan pemerintah daerah 

maupun perwakilan masyarakat. Sehingga 

data-data yang diperoleh dapat relevan dan 

bisa dipertanggung jawabkan. 



Dana desa adalah salah satu 

kebijakan pemerintah yang diutamakan 

guna membiayai pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat yang dalam 

pelaksanaannya dikelola dengan 

memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki, 

dengan harapan dapat menciptakan 

lapangan pekerjaan bagi masyarakat 

setempat. Menurut Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 49 tentang Tata Cara 

Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, 

Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa yang 

disebut dana desa adalah dana yang 

bersumber dari anggaran pendapatan dan 

belanja negara yang diperuntukkan bagi 

desa yang ditransfer melalui anggaran 

pendapatan dan belanja daerah 

Kabupaten/Kota dan digunakan untuk 

membiayai penyelenggaraan pemerintah, 

pelaksanaan pembangunan, pembinaan 

kemasyarakatan, dan pemberdayaan 

masyarakat.  

Perlunya implementasi 

kebijakan publik dalam pengambilan 

keputusan terkait dalam pengalokasian 

dana desa kepada masyarakat baik itu 

untuk pembangunan, pemberdayaan dan 

kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini 

tidak hanya pejabat pemerintah  saja yang 

terlibat dalam pengambilan keputusan 

namun juga melibatkat peran masyarakat. 

Terkait implementasi dana Desa 

Tirtonirmolo pada Tahun 2016-2017 masih 

banyak kekurangan dalam 

pengimplementasianya, hal itu di buktikan 

ketidaksiapan kepala desa dalam laporan 

pengimplementasikan dana desa, kepala 

desa masih kewalahan dalam melaporkan 

penanggung jawaban terhadap dana desa 

yang dicairkan oleh pemerintahan desa, 

dan masih minimnya tingkat kesejahteraan 

masyarakat Desa Tirtonirmolo.  

2. Alokasi Dana Desa 

Berkaitan dengan dana desa 

yang telah di alokasikan sejak tahun 2015 

berdasarkan amanat Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 

Tahun 2014 tentang dana desa yang 

bersumber dari APBN, sebagaimana telah 

beberapa kali di ubah terakhir dengan PP 

Nomor 8 Tahun 2016. Pemerintah pusat 

telah mencairkan dana desa yang 



bersumber dari APBN, berdasarkan pasal 

14 Peraturan Kementeri Keuangan (PMK) 

247/2015, yaitu melalu 3 tahap: 40% 

dilakukan pada minggu kedua, pada bulan 

april, 40% di bulan Agustus dan sisahnya 

dibulan Oktober di tahun yang sama. 

Dalam hal ini juga dijelaskan bahwa 

penyaluran dana desa akan dilakukan 

dengan mempertimbangkan kinerja 

penyaluran dan penggunaan dana desa di 

kabupaten/kota/desa pada penggunaan 

sebelumnya. Jika penyaluran kinerja 

penggunaaan dana desa tidak berjalan 

dengan baik (maksimal) maka penyaluran 

tahap berikutnya akan di tunda. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 49 Tentang Dana Desa, setiap desa 

disebutkan bahwa besaran alokasi formula 

setiap desa dihitung dengan bobot sebagai 

berikut: 25% untuk jumlah penduduk, 35% 

untuk angka kemiskinan, 10% untuk luas 

wilayah dan 35%  untuk tingkat kesulitan 

geografis. 

Menurut data yang terdapat di 

Kabupaten Bantul 75 desa akan 

mendapatkan dana desa yang bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN).  APBN Kabupaten Bantul 

akan mendapatkan tambahan dana desa 

senilai Rp5.000.000.000,- yang bersumber 

dari anggaran dana desa yang masih 

tersisah pada tahun sebelumnya. 

Sedangkan total dana desa dari 75 desa 

tersebut adalah senilai Rp21.000.000.000,-. 

tidak terkecuali  desa Tirtonirmolo yang 

akan menerima dana desa tersebut 

(Trinbunjogja.com). Tahun 2016  

3. Tata Cara Pengalokasian Dana 

Desa  

Adapun pengalokasian dana 

desa pada Tahun 2017, pemerintah pusat 

mencairkan dana desa yang bersumber dari 

APBN, berdasarkan pasal 14 Peraturan 

Kementeri Keuangan (PMK) 247/2015, 

yaitu melalu tiga tahap: 40% dilakukan 

pada minggu kedua, pada bulan April, 40% 

di bulan Agustus dan sisanya dibulan 

Oktober. Dalam hal ini juga dijelaskan 

bahwa penyaluran dana desa akan 

dilakukan dengan mempertimbangkan 

kinerja penyaluran dan penggunaan dana 

desa di Kabupaten/Kota/Desa pada 

penggunaan sebelumnya. jika penyaluran 

kinerja penggunaaan dana desa tidak 



berjalan dengan baik (maksimal) maka 

penyaluran tahap berikutnya akan di tunda. 

Kabupaten Bantul pada tahun 2016-2017 

mengalokasikan dana desa dengan 

menggunakan Peraturan Bupati No. 30 

Tahun 2015, dimana dalam peraturan 

tersebut bagian kedua pasal 5 menyebutkan 

bahwa penyaluran dana desa dilakukan 

melalui pemindahan bukuan dari rekening 

kas umum daerah ke rekening kas umum 

desa, pemindahan buku dari rekening kas 

umum daerah kerekening kas umum desa 

dilakukan paling lambat tujuh hari setelah 

dana desa diterima direkening kas umum 

daerah. 

4. Realisasi Penggunaan Dana Desa  

Dalam penggunaan dana desa 

yang sudah di atur oleh pemerintah yang 

menyebutkan dana desa diperuntukan 

untuk membiyayai pembangunan, 

pembinaan, pendidikan, perekonomian 

masyarakat agar dapat lebih sejahtera. 

Adapun realisasi penggunaan Dana Desa 

Tirtonirmolo pada Tahun 2016 itu memang 

di prioritaskan untuk pembangunan dan 

pemberdayaan, dikarenakan memang 

pembangunan di desa tirtonirmolo masih 

sangat minim begitu juga dengan 

kesejahteraanya, seperti pembangunan : 

1. Pembangunan jamban untuk 

keluarga miskin. 

2. Pembuatan pasar desa. 

3. Pembuatan retetan tadah air 

hujan. 

4. Pelatihan-pelatihan seperti, 

pembuatan parsel, pelatihan 

menyalon, pelatihan 

membengkel, pelatihan bertani, 

dan lain-lain. 

5. Pelatihan pemeliharaan 

kelompok tani. 

6. Pembangunan rumah tidak layak 

huni untuk keluarga miskin. 

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat 

pada tabel di bawah ini. 

5. Partisipasi  Masyarakat dalam 

Pelaksanan Dana Desa  

Berkaitan partisipasi masyarakat dalam 

pengimplementasian dana desa hubungan 

antar lembaga dipemerintahan desa 

merupakan salah satu yang sangat penting 

untuk pelaksanaan dana desa, dan begitu 

juga partisipasi masyarakat umum yang 

bertujuan mensejahterakan masyarakat itu 



sendiri. Hal ini juga sudah ada dalam 

aturan pemerintah yaitu tentang 

pelaksanaan dana desa, baik itu dalam 

musyawarah ataupun sosialisasi dalam 

setiap keputusan yang selalu melibatkan 

masyarakat umum maupun lembaga desa  

7. Program-Program Dana Desa  

Dalam penggunaan Dana Desa sudah 

diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 49 pada Bab 4 pasal 21 

menyebutkan bahwa penggunaan dana 

desa diprioritaskan untuk membiyayai 

pembangunan dan pembinaan masyarakat 

agar dapat lebih sejahtera. Hal ini juga 

tertulis pada pasal 2 ayat 1 menyatakan 

bahwa dana desa juga dapat digunakan 

untuk membiyayai kegiatan yang tidak 

termasuk dalam prioritas penggunaan dana 

desa sebagaimana yang dimaksud dalam 

pasal 21 ayat 2 yang mendapatkan 

persetujuan dari Bupati Atau Walikota. 

 Evaluasi Secara Umum  

Adanya Dana Desa tentu saja 

memberi harapan baru untuk masyarakat 

desa. Dalam penggunaan dana desa yang 

sudah di atur oleh pemerintah yang 

menyebutkan dana desa diperuntukan 

untuk membiyayai pembangunan, 

pembinaan, pendidikan, perekonomian 

masyarakat agar dapat lebih sejahtera. 

Adapun realisasi penggunaan Dana Desa 

Tirtonirmolo pada Tahun 2016-2017 itu 

memang di prioritaskan untuk 

pembangunan dan pemberdayaan yang 

diharapkan masyarakat dapat lebih 

sejahtera dari keadaaan sebelumnya, 

pemerintahan Desa Tirtonirmolo pada 

tahun 2016-2017 lebih memprioritaskan 

dana desa ke arah pembangunan desa, 

dikarenakan memang pembangunan di 

desa tirtonirmolo masih sangat minim 

begitu juga dengan kesejahteraanya, yang 

mana dari penerapan dana desa di harapkan 

keadaan ekonomi, pembangunan, 

pendidikan dan lainya bisa lebih baik dari 

keadaan sebelumnya. Adapun kegiatan 

yang dilakukan oleh pemerintahan untuk 

membuat keadaan masyarakat menjadi ke 

arah yang lebih baik atau sejahtera yaitu 

dengan mengadakan pelatihan, 

pembangunan, rehabilitasi dan lainya. 

Namun dalam hal ini tentu saja perlunya 

partisipasi dari masyarakat umum maupun 



lembaga pemerintah, dan organisasi 

pemerintah desa, meskipun pada 

kenyataanya partisipasi dari masyarakat 

khusunya kalangan pemuda masih sangat 

minim sehingga pelaksanaan kegiatan desa 

bisa dikatan kurang berjalan dengan baik. 

 Kurangnya keterbukaan 

mengenai  data yang diperoleh untuk 

peneliti. Pemerintah Desa Tirtonirmolo 

tidak mempunyai data file copy yang 

lengkap untuk bisa menjadi acuan untuk 

peneliti, dikarenakan aturan yang 

berbentuk amplikasi dari pemerintahan 

(SIKUDES), hal ini tentu saja menjadi 

kendala bagi setiap peneliti yang ada di 

Desa Tirtonirmolo.   

 

D. PENUTUP  

1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisa dari 

penelitian Dampak Undang-Undang No. 6 

Tahun 2014 Tentang Desa. Studi Kasus 

Penggunaan Dana Desa di Desa 

Tirtonirmolo Kabupaten Bantul Kecamatan 

Kasihan, pada tahun 2016 disimpulkan 

sebagai berikut. Pemberian dana desa yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Negara (APBN). Pada tahun 2016 

dana desa yang mengucur di Desa 

Tirtonirmolo yaitu berjumlah Rp. 

1.104.098.000 dan dapat dicairkan dalam 

tiga tahap, yaitu 40% dilakukan pada 

minggu kedua pada bulan April, pada 

bulan Agustus 40%, kemudian sisahnya 

dibulan Oktober pada tahun yang sama.  

Secara umum pelaksanaan dana 

desa di Desa Tirtonirmolo sudah berjalan 

dengan baik, meskipun masih ada beberapa 

kendala baik dalam tahapan sosialisasi, 

maupun dalam implementasinya. Kekuatan 

ini berasal dari partisipasi masyarakat dana 

tau stakeholder. Hal ini terlihat dari 

sosialisasi dana desa yang sudah 

melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, 

seperti BPD, LPMD, PKK, Karangtaruna 

dan lain-lain yang ada di Desa 

Tirtonirmolo. Namun, dalam hal penerapan 

dana desa, persoalan terbesarnya adalah 

fakta bahwa masih minimnya dampak 

penggunaan dana desa terhadap 

kesejahteraan masyarakat Desa 

Tirtonirmolo. Adapun lebih detail terkait 

permasalahan dampak Desa Tirtonirmolo 

terhadap kesejahteraan masyarakat dapat 

dilihat sebagai berikut:  

a) Kesejahteraan  

1. Masih ditemukanya lansia yang 

terlantar kemudian  

2. Anak-anak yang putus sekolah 

di karenakan faktor ekonomi. 

3. Masih tingginya tingkat 

pengangguran. 

4. Masih tingginya tingkat 

pernikahan dini. 

b) Sosialisasi  

1.  Kurangnya sosialisasi yang 

menyeluruh, sosialisasi yang 

dilakukan oleh kepala desa 

hanya berupa koordinir melalui  

dukuh masing-masing dan tidak 

pada masyarakat keseluruhan. 

2. Kurangnya respon partisispasi 

masyarakat dalam 

penyelenggaraan dana desa, 

khususnya di kalangan pemuda 

desa. pemuda desa lebih 

berminat bekerja di luar desa 

sebagia buruh, baik buruh 

bangunan, maupun buruh lepas 

lainya, sehingga dalam setiap 

sosialisasi ataupun pelaksanaan 

yang berkaitan dengan dana 

desa, kalangan  pemuda desa 

kurang terlibat langsung. 

c)  Sumberdaya Manusia   

1. Sumber daya manusia yang 

kurang bisa menggunakan 

atau mengoprasikan 



komputer, sehingga 

berdampak pada pelaporan 

dana desa di Desa 

Tirtonirmolo. Hal ini 

dibuktikan adanya pelaporan 

dana desa yang terlambat.  

2. Kurangnya partisipasi 

masyarakat dalam 

pelakasanaan dana desa. 

2. Saran  

Berdasarkan hasil pemaparan 

dari kesimpulan di atas, maka di dapatkan 

saran sebagai berikut. Seharusnya 

sosialisasi dana desa juga dilakukan secara 

menyeluruh terhadap masyarakat Desa 

Tirtonirmolo, dan tersedianya sumberdaya 

manusia yang mumpuni agar dalam 

pelaporan dana desa bisa berjalan dengan 

baik. Serta harus ada peningkatan dalam 

kontrol dan pengawasan untuk 

pengalokasian dana desa. Sehingga dalam 

pengalokasian dana desa bisa berjalan 

dengan baik sesuai dengan keinginan 

masyarakat umum dan terciptanya 

masyarakat yang sejahtera.  
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